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 ABSTRACT 

Socialization of Customary Law in the Nagari Anduring Community, 2x11 Kayu 
Tanam District, Padang Pariaman Regency, is an effort carried out through 
Community Service activities by lecturers at the PGRI University of West Sumatra 
which aims to increase the community's understanding and knowledge regarding the 
existence of customary law in Indonesia. The methods used in this activity include 
lectures, discussions and questions, and answers. The expected result of this 
socialization is increased understanding and knowledge of customary law among the 
community, especially in Nagari Anduring, 2x11 Kayu Tanam District, Padang 
Pariaman Regency. 

 

ABSTRAK 

Sosialisasi Hukum Adat Bagi Masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 
2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman  merupakan upaya yang 
dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  oleh  tim dosen 
dari Universitas PGRI Sumatera Barat yang tujuannya adalah untuk 
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang eksistensi  
hukum adat di negara Indonesia. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini 
adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan melalui 
sosialisasi ini adalah semakin tingginya tingkat pemahaman dan 
pengetahuan masyarakat terhadap hukum adat, terutama masyarakat di 
Nagari Anduring Kecamtan 2 x 11  Kayu Tanam Kabupaten Padang 
Pariaman. 
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PENDAHULUAN 
Hukum, baik itu  hukum positif maupun hukum adat adalah untuk mengatur  hubungan 

manusia dan mengembangkan hubungan itu. Hal ini memberikan pembuktian kepada kita 

bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia (Mertokusumo,2012).  Van 
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Vallenhoven mengungkapkan definisi hukum adat adalah  kumpulan aturan-aturan perilaku 
yang diberlakukan bagi kaum pribumi dan timur asing yang memiliki sanksi apabila dilanggar, 

serta membentuknya tidak tertulis. Banyaknya jumlah suku di Indonesia melahirkan adat 
istiadat yang beraneka ragam. Semenatar itu hukum adat yang ada di Indonesia merupakan 

hukum yang sebagian besar tidak tertulis  dan merupakan warisan turun temurun (Vollen 
Hoven,1984) 

Keberadaan hukum adat  dalam tata hukum Indonesia  dipengaruhi oleh banyak hal, 

salah satunya   pengaruh dari sistem adat itu sendiri yang mampu mewujudkan fungsi dari 
hukum sebagai kontrol sosial (soscial control)  ( Tjahjani,2020).  Hukum adat sebagai suatu 

rangkaian petunjuk dalam berperilaku bagi kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan 
hukum walaupun tidak tertulis tetapi kekuatannya sangatlah mengikat bagi masyarakat. Sampai 

saat sekarang ini  di Indonesia  saat berbicara hukum, maka tidak dapat dipisahkan  dari hukum 
adat itu. Sebab hukum adat adalah hukum yang lahir dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat sejak dulunya. Hal ini telah mendarah daging bagi masyarakat. Sebagai sesuatu 

yang tidak tertulis,  tidak mempunyai bentuk formalnya, hukum adat kepada  dinilai sebagai 

hukum yang tidak sepenting hukum formil yang sifatnya tertulis. Sedangkan negara mengakui 

keberadaan  hukum adat sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat diberbagai 
aspek, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga.  

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan sebuah pengetahuan, 
maupun informasi  tentang keberadaan hukum adat di masyarakat merupakan hukum yang 
diakui oleh negara, sehingga  masyarakat tidak perlu takut atupun ragu-ragu dalam 

memberlakukan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari  sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-udangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini  merupakan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat  yang diberika kepada masayarakat Nagari Anduring  
Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. 

  

METODE PELAKSANAAN  
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah 

sebagai berikut : 
1. Metode Observasi, sebelum melakukan sosialisasi tim  Pengabdian Kepada Masyarakat 

terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dimana lokasi sosialisasi akan dilakukan, 

dengan pertimbangan wilayah yang hukum adatnya masih berlaku dalam mengatur 
kehidupan bermasyarakat 

2. Metode Sosialisasi, tim pengabdian melakukan sosialisasi secara langsung dengan pemaparan 
materi  yang disampaikan nara sumber dihapan audiens bertempat di kantor wali Nagari 

Anduring Kecamatan 2 x 11  Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. 
Beberapa tahap yang  dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pertama, pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi 
lapangan. Pada tahap observasi ini tim melakukan pemetaan mengenai lokasi dimana 

sosialisasi akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi dilakukan penting terkait dengan keberadaan 
hukum adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini tujuannya agar  proses  

sosialisasi  dapat berjalan dengan efektif dan lancar yang pada akhirnya tercapai tujuan yang 
diharapkan.  Lokasi ditetapkan di Nagari Anduring  Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam 
Kabupaten Padang Pariaman. 

2.  Tahap kedua, setelah melakukan observasi lapangan. Tim  pengabdian kepada masyarakat 
selanjutnya mengurus surat perizinan ke pemerintah nagari Anduring  Kecamatan 2 x 11 

Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan tempat yang dipilih  untuk 
melaksanakan kegiatan pengabdian. 
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3. Tahap ketiga, selesai proses perizinan, tim pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi 
dengan aparat pemerintahan nagari  untuk mengumpulkan masyarakat nagari Anduring 

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman  melalui undangan yang 
tempatnya ditetapkan di Kantor Wali Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11  Kayu Tanam 

Kabupaten Padang Pariaman. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan 
tanya jawab tentang keberadaan hukum adat dalam tata hukum Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen  dari 

Universitas PGRI Sumatera Barat. Adapaun rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Observasi, merupakan tahap awal dari kegiatan yang dilaksanakan. Observasi 

dilakukan dengan mencari data daerah mana yang masih berlaku dan mengakui keberadaan 
hukum adat dan digunakan oleh masyarakat serta  pemerintaha daerah setempat sebagai 
sebuah aturan. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah Padang No. 18 tahun 2018 tentang  

Pemerintahan Nagariserta Struktur  Nagari dan berdasarkan informasi yang didapatkan 
masyarakat nagari Anduring Kecamatan 2 x 11  Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman 

merupakan masyarakat yang masih mengakar hukum adat dalam kehidupan 
masyarakatnya.  

2.  Tahap kedua,  selanjutnya adalah tahap pengurusan izin sebelum kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat dilakukan maka tim melakukan  permohonan izin kepada pemerintah 
nagari Anduring  Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam  Kabupaten Padang Pariaman  

3. Tahap Sosialisasi 
a. Pemaparan materi, setelah izin didapatkan secara resmi dari pemerintahan Nagari 

Anduring  Kecamatan 2 x 11   Kayu Tanam Kabupaten Padang  Pariaman kegiatan  
Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui sosisialisasi yang akan 
diberikan.  Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan materi secara langsung 

dihadapan peserta sosialisasi yaitu, Penghulu, Datuak, Ninik Mamak,  Perangkat 
Pemerintahan Nagari dan tokoh masyarakat setempat selingkungan Nagari Anduring  

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Materi mengenai  
kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam tata hukum  Indonesia. Penjelasan 

disampaikan kepada peserta mengenai Peraturan Daerah Padang Pariaman  No. 18 
tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari dan Struktur Nagari . Hal ini menunjukan bahwa 
keberadaan hukum adat diakui sebagai hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam 

perlaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat peserta diberikan waktu untuk 
mengajukan pertanyaan  dan berdiskusi dengan  pemateri. Tujuannya adalah untuk 

dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai topik pembahasan sosialisasi 
khususnya mengenai keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diakui oleh negara 

Indonesia. 
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            Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

b. Tahap evaluasi, akhir dari kegiatan  sosialisasi peserta diminta untuk menyampaikan apa 
yang mereka pahami   dari paparan pemateri atas topik yang disampaikan. Dari  apa 

yang telah dilaksanakan selama proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperoleh bahwa 
sebagian besar peserta lebih memahami dan memiliki pengetahuan lebih  bahwa hukum 
adat  walaupun tidak tertulis dan merupakan peninggalan nenek moyang, keberadaannya 

saat saat sekarang ini masih diakui di Indonesia. Keberlakuannya  mengikat, sepanjang 
hukum adat itu memang masih ada di  masyarakat dan selagi tidak bertentangan dengan 

peraturan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 

                 

 
Gambar 2.  Suasanna Sosialisasi 

 
Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan ini peserta memahami  bahwa negara 

Indonesia masih mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Ini membuktikan kepada kita 
bahwa adanya kesinergian antara hukum adat dengan hukum negara yang tujuannnya adalah 

mensejahterakan  masyarakat.       
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai  Sosialisasi tentang Hukum Adat Bagi 

Masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayu Tanam  Tanam Kabupaten Padang 

Pariaman  dapat disimpulkan bahwa hukum adat di akui keberadaanya di Indonesia. Dari hasil 
kegiatan yang dilaksanakan peserta menyatakan bahwa  tingkat pemahaman dan pengetahuan 

mereka meningkat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Harapannya, dengan  adanya 
sosialisasi ini diharapkan  dapat memberikan  informasi kepada masyarakat  bahwa hukum adat  

yang selama ini merupakan hukum yang turun temurun dari nenek moyang, keberadaannya 
tidak tertulis, tapi diakui sebagai sebuah aturan yang mengikat bagi masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari.  
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